Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

IK : Nilai EPPD

Meningkatnya Kualitas LPPD

IK

Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci

yang valid dan akuntabel

Meningkatnya pemenuhan dan kualitas data
dukung pada OPD sesuai dg waktu yg
ditetapkan

IK :1. Jml IKK yg terpenuhi data dan
informasinya

2. JIh dokumen yg valid dan akuntabel
3. Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD

OPD penyelenggara
urusan pemerintahan
yang memahami definisi
operasional indikator
kinerja kunci

IK: Persentase OPD yang
memahami indikator
kinerja kunci

Meningkatnya pemahaman Aparatur Penyusun
LPPD

IK : Jumlah Aparatur Tim Penyusun LPPD
Provinsi yang ditingkatkan Pemahamannya

Terlaksananya kegiatan
peningkatan SDM
IK: Jumlah kegiatan
peningkatan SDM yang
dilaksanakan

Terlaksananya coaching
clinic penyusunan LPPD

IK: Persentase
permasalahan OPD yang
ditanggapi oleh Tim LPPD

Meningkatnya Capaian Pemenuhan SPM Provinsi
IK: . Persentase Capaian Pemenuhan SPM Provinsi

Meningkatnya Capaian Kinerja Pemenuhan SPM Provinsi
per urusan

IK : Persentase Capaian Kinerja Pemenuhan SPM
Provinsi perurusan = 95%
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Terlaksananya

coaching clinic
pencapaian kinerja
SPM

IK: Jumlah
permasalahan
pencapaian SPM
yang difasilitasi

Terlaksananya
upaya pencapaian
SPM sesuai renaksi
IK: persentase
aktivitas
pencapaian SPM
sesuai renaksi







Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tertib di Daerah

IK : Persentase tertib Administrasi Pemerintahan

Optimalisasi Pelaksanaan kerjasama daerah

IK: i terhadap.
Kerjasama Daerah

Meningkatnya Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama
Daerah

IK : Persentase kerjasama daerah yang
ditindaklanjuti dengan Naskah Kerjasama

\
Meningkatnya
Meningkatnya pembinaan
Fasilitasi dalam i i
Pembentukan pembentukan Fasilitasi Pembnsaidaiom monitoring dan | | Koordinasi terkait
Kerjasama kerja sama Pembentukan pembentukan kerja valuasi evaluasi dan
Antar antar Kerjasama Badan | | ‘sama antar Badan pelaksanan pelaporan
Pemerintah pemerintah Usaha/Swasta Uihinjesn kerjasama pelaksanaan
K Jumiah K : 1K Jumlah usulan " el (iAo el
Usulan kerjasama antar I IK: Jumiah
N Jumlah G : - Jumial
kerjasama antar k Badan HumELD e Ty Koordinasi terkait
= Pemrakarsa Kerjasama antar Jlh laporan
pemrintah yang | |\ PO KL Ysaha/swasta o evaluasi &
difasilitasi Jasa yang difasilitasi Badan/Llsahay/ cvaluast elaporan
pemerintah Swasta yang pelaksanaan (e
yang dibina dibina kerjasama pelaksanaan
kerjasama

Optimalnya Fungsi Gubernur sebagai wal
K

Pemerintah Pusat

Persentase tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang
dila

ksanakan

Optimalnya Fasilitasi Admi
IK : Persentase administrasi

rasi Kepala Daerah dan DPRD Prov/Kab/Kota

Kepala Daerah dan DRPD Provinsi/Kabupaten/Kota
yang difasilitasi

Terfasilitasinya
Administrasi Izin dan
Cuti Gubernur ke

IK : % administrasi Cuti

Pelaksanaan Kampanye | | 2.
dan lzin Keluar Negeri
Gubernur yang
difasilitasi ke 3

Pemerintah Pusat

Pengangkatan, zin dan Cuti
KDH Kab/Kota

IK:
Pemerintah Pusat KDH Kab/Kota yg difasilitasi

jan

. izin keluar negeri KDH Pemberhentian Pimpinan
yang difasilitasi ke dan Anggota DPRD

Kemendagri Kab/Kota yg diterbitkan

tanggungan Negara dan izin
kampanye Ka. Daerah ke
cemendagri

Fasilitasi Administrasi
Pemberhentian,

Fasiltasi administrasi Pengangkatan, Izin dan
uti DPRD

a

IK : 1. Usulan Peresmian
pengangkatan dan
Pemberhentian Pimpinan
dan Anggota DPRD Prov
ke Kemendagri
2. Keputusan Guberenur
ttg Peresmian

d

. Usulan pengangkatan

ke kemendagri

Usulan Pemberhentian
KOH vg difasilitasi ke

Terwujudnya penetapan batas wilayah dan Penataan
Daerah

IK.. 1. Persentase Kab/Kota yang tertib administrasi
ewilayahannya
2. Persentase usulan nagri/desa/kelurahan yang
difasilitasi penataannya

fungsi
GWPP meliputi urusan perencanaan

laporan,

jumlah Unit Kerja GWPP yang.
difasilitasi (fasiitasi perencanaan,
pelaporan)

Pembinaan unit kerja | | Pendampingan unit
rja GWPP

IK: Jumlah unit kerrja 1K: Jumlah unit
GWPP yang dibina kerrja GWPP yang
diberi
pendampingan

2. Izin keluar negeri
dengan Alasan Penting
Anggota & Pimp DPRD.

Prov/Kab/Kota yang

difasilitasi ke kemendagri

4, Surat cuti diluar

dag;

~—  /

asi Penegasan Batas.
wilayah Kab/Kota

IK : Jumlah Segmen batas yang
difasilitasi

Fasilitasi penataan Daerah
IK: 1. Persentase Usulan
penataan
Nagari/Desa/kelurahan yg
difasilitasi
2. Persentase Usulan penataan
Kecamatan g difasilitasi
3. Persentase Usulan penataan
Kab/Kota yg difasilitasi

pembinaan penataan Daerah

IK: Jumlah Daerah Kab/Kota yg dibina

asinya mediasi
antar daerah perbatasan

IK : Jumlah mediasi yg
dilakukan

penataan Daerah
IK : 1. Persentase usulan

Nagari/Desa/kelurahan yg
dildentifikasi
2. Persentase usulan kecamatan yg

penataan kecamatan yg

3.. Persentase Usulan
penataan Kab/Kota yg

—

\ v,
—
N\
Verifikasi usulan Rekomendasi
penataan Daerah usulan penataan
Identifikasi usulan Daerah

IK: 1. Persentase
usulan penataan
Nagari/Desa/kelura

IK: 1. Persentase
usulan penataan

Pelaksanaan Terlaksananya
Monitoring dan Sosialisasi
evaluasi terhadap Iworkshop/asistensi

penataan daerah penataan daerah

IK : Jumlah Daerah
‘yang di monev

IK : Sosiali
/workshop/asisten:
dilaksanakan

han yg diverifikasi
2. Persentase
usulan penataan

kelurahan yang.
direkomendasikan

diverifikasi penataan
3.. Persentase
Usulan penataan

Kab/Kota yg.

diverifikasi

kecamatan
direkomendasikan
3. Persentase
Usulan penataan
Kab/Kota yg
komendasikan

2. Persentase usulan







